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1961 – 1997 1997 –
2016

2016 –
2020

±16,5 juta 
bidang 

13%

±32 juta 
bidang 

25%

±34 juta 
bidang 

31% In progress

Total bidang tanah terdaftar ± 87 juta bidang (69%)

PP No. 10/1961 PP No. 24/1997
Inpres No. 2/2018

Permen No. 6/2018

2021-2024

Kondisi Hingga Tahun 2016 Setelah PTSL

Total bidang disertipikatkan± 72 juta bidang (57%)

126 juta bidang tanah

± 39 juta bidang
Belum terdaftar.
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Administrasi
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One Map Policy 

Skala Besar

▪ Tujuan PTSL untuk percepatan pendaftaran

seluruh bidang tanah di wilayah Republik

Indonesia

▪Dari total 126 juta bidang tanah yang ada di
Indonesia, ±87 juta bidang telah didaftar

hingga tahun 2020 tanah yang belum
didaftar s.d. saat ini mencapai ±39%

▪ Sebelum PTSL penerbitan sertipikat hanya

dibawah 1 juta bidang pertahun, sehingga

penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih

dari 80 tahun.

▪Dengan PTSL pendaftaran tanah dapat

diselesaikan tahun 2024.
▪Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah

tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang

belum ada hak atas tanahnya maupun bidang

tanah hak yang memiliki hak, termasuk Tanah

Wakaf

2015 2016 2017 2018 2019 2021-2024

967.490

1.168.095

5.045.827*

7.686.551*

9.254.521*

10 juta s.d.

13 Juta

Meningkatkan
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Pajak

Negara

3.646.153*

2020
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TOTAL 

TANAH 

WAKAF 

s.d.
8/9/2021

173.125
(bidang)

Sebaran Tanah Wakaf Nasional s.d. 2021

153.761.857 
M2 (Luas)

8.418
(bidang)

19.951
(bidang)

23.364 
(bidang)

13.893
(bidang)

2017 2018 2019 2020

11.483
(bidang)

2021
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”

“
Perwakafan tanah milik merupakan suatu

perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang 

dilakukan oleh seseorangan atau badan hukum, 

dengan memisahkan sebagian dari harta

kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi

wakaf sosial

Prof. Budi Harsono:

Dalam aspek hukum

agraria, perwakafan

tanah milik sesuai

ketentuan Pasal 49 (3) 

UUPA bahwa

perwakafan tanah milik

dilindungi dan diatur

oleh Peraturan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

UU 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf

PP 42 Tahun 2006 

Jo. PP 25 Tahun
2018 

Permen ATR No. 2 

Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Tanah 
Wakaf

Instruksi Menteri ATR/BPN 

No. 1/INS/II/2018 tentang

Percepatan Pensertifikatan

Tanah Tempat Peribadatan

Di Seluruh Indonesia

Surat Edaran Menteri ATR/BPN 

Nomor 1/SE/III/2018

Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Percepatan Pendaftaran Tanah 

Tempat Peribadatan Di Seluruh

Indonesia

Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang

atau badan hukum yang memisahkan

sebagian dari harta kekayaannya yang

berupa tanah milik dan melembagakannya

untuk selama lamanya untuk kepentingan

peribadatan atau keperluan umum lainnya

sesuai dengan ajaran agama islam

• Surat bukti kepemilikan tanah / alas hak tidak ada atau tidak ada

lagi, sehingga Nadzir kesulitan mendaftarkan tanah wakaf.

• Anggapan bahwa kedudukan tanah wakaf sudah cukup kuat tanpa

sertipikat. Pembuktian dirasa cukup dengan segel adat atau surat

keterangan lainnya, dimana tanah wakaf tersebut sudah dikuasai

selama puluhan tahun dan tidak ada gugatan dari pihak lain.

• Masih adanya anggapan masyarakat bahwa perwakafan tanah

cukup dilakukan secara lisan.

• Terjadi sengketa kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan

Permasalahan Tanah Wakaf

1. Kakan berkoordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia Provinsi dalam rangka

penyiapan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

2. Apabila belum ada Nadzir tetap,  dapat ditunjuk Nazhir sementara yaitu:

• Orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Mushollah.

• Orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

3. Nazhir sementara paling sedikit 3 orang.

4. Tanah Wakaf Masjid/Mushollah didaftarkan atas nama Nazhir sementara

5. Apabila Nazhir Tetap sudah dibentuk maka diubah menjadi atas nama Nazhir Tetap.
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Pemberian Kemudahan

MoU BWI & 

KEMENTERIAN 

ATR/BPN

Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf

Nomor 002/BWI/MOU/2019

Nomor 25/SKB-HK.03.01/IX/2019
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*) Permen ATR/KBPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

JENIS TANAH JANGKA WAKTU KETERANGAN

Hak Milik atau Tanah Milik Adat

yang belum terdaftar;

Selamanya • Apabila diwakafkan hanya sebagian dari luas

keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk

pemisahan sertipikat tersebut

• Pemisahan sertipikat dibuatkan AIW atau APAIW, dan

menjadi dasar untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf

atas nama Nazhir

Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai di atas

Tanah Negara;

Selamanya Apabila terdapat catatan mengenai izin apabila akan

dialihkan, untuk dapat diwakafkan harus mendapat izin

terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang

Hak Guna Bangunan atau Hak

Pakai di atas tanah Hak

Pengelolaan atau Hak Milik;

Dapat selamanya dengan memperoleh

izin tertulis/pelepasan dari pemegang

Hak Pengelolaan atau Hak Milik

Hak Milik atas Satuan Rumah

Susun;

Tanah Negara Selamanya

• Pendaftaran Wakaf atas tanah HM didaftarkan langsung di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf an. Nazhir

• Pendaftaran Wakaf atas tanah Negara, tanah milik adat, HGU/HGB/HP di atas tanah Negara diterbitkan sertipikat Tanah Wakaf an. 

Nazhir berdasarkan Surat Keputusan Penegasan sebagai Tanah Wakaf dari Kepala Kantor Pertanahan
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WAKIF NAZHIR

Perwakafan dilakukan dihadapan

Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

• Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta

Pengganti Ikrar Wakaf, dan mendaftarkan ke

Kantor Pertanahan paling lama 30 hari sejak

penandatanganan akta

• PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Agama

1. Sertipikat Hak Atas Tanah yang

bersangkutan

2. bukti perolehan tanah (apabila tanah

negara)

3. Peta Bidang Tanah/surat ukur;

4. AIW atau APAIW;

5. surat izin pelepasan dari pemegang

Hak Pengelolaan atau Hak Milik

(apabila HGB/HP diatas tanah hak

milik/HPL)

6. Surat pengesahan Nazhir yang

bersangkutan dari instansi yang

menyelenggarakan urusan agama

tingkat kecamatan; dan

7. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa

tanahnya tidak dalam sengketa,

perkara, sita dan tidak dijaminkan

PERSYARATAN 

PENDAFTARAN 

TANAH WAKAF

Perseorangan

1. WNI

2. Beragama Islam

3. Dewasa

4. Amanah

5. Mampu secara jasmani dan 

rohani

6. Tidak terhalang melakukan

perbuatan hukum

Organisasi

1. Pengurus memenuhi

persyaratan Nazhir

Perseorangan

2. Bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau

keagamaan Islam

Badan Hukum

1. Pengurus memenuhi

persyaratan Nazhir

Perseorangan

2. Bdn hkm dibentuk sesuai

ketentuan yang berlaku

3. Bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam
Dapat diganti Nazhir

Sementara

(Surat Edaran Nomor 

1/SE/III/2018)

Pihak yang mewakafkan 

harta benda miliknya
Pihak yang menerima

harta benda Wakaf dari

Wakif untuk dikelola

dan dikembangkan

sesuai dengan

peruntukannya

Nazhir dapat menerima imbalan atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf (tidak melebihi 10%)

1. Perseorangan

2. Organisasi

3. Badan Hukum

Syarat
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a. Dijadikan jaminan;

b. Disita;

c. Dihibahkan;

d. Dijual;

e. Diwariskan;

f. Ditukar; atau

g. Dialihkan dalam bentuk 

pengalihan hak lainnya.

Tanah yang sudah diwakafkan dilarang

Penukaran tanah wakaf diperbolehkan

dengan izin tertulis dari Menteri 

berdasarkan pertimbangan BWI dan 

memenuhi syarat :

1. Ditujukan untuk kepentingan umum sesuai RUTR

2. Tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf

3. Untuk keperluan keagamaan secara langsung dan

mendesak

4. Tanah penukar telah bersertipikat

5. Tanah penukar memiliki nilai yang lebih tinggi atau sama

dengan tanah wakaf yang ditukar dan berada di lokasi

strategis

Permohonan dilengkapi SK persetujuan mengenai

tukar ganti benda wakaf dari Menteri Agama RI dan

Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf

Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui

KUA setempat dan menyebutkan alasan perubahan status/tukar-menukar

Prosedur Penukaran Harta Benda Wakaf berupa Tanah

Kepala KUA meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kab/Kota

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota mengusulkan Tim Penilai yang 

dituangkan dalam SK Bupati/Walikota

Berdasarkan Hasil Tim Penilai, Kepala Kantor Depag Kab/Kota meneruskan

permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama

Setelah mendapat izin tertulis dari Menag, tukar menukar HBW dapat

dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan oleh Nahzir ke Kantor Pertanahan

Kab/Kota untuk didaftarkan dalam rangka penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
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